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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Merauke dalam melakukan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan 

Hidup Akibat Kegiatan Pertambangan Pasir Ilegal di Kampung Urumb Distrik 

Semangga Kabupaten Merauke sudah baik namun belum optimal, karena baru 2 

tahap penanggulangan yang dilakukan dari 4 tahap yang ada. Kedua tahap tersebut 

meliputi, pertama adalah pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat berupa sosialisasi tentang bahaya 

kerusakan pantai akibat kegiatan pertambangan pasir di pesisir Pantai Urumb yang 

dilakukan oleh DLH dan Pastor dari Gereja Katolik Bunda Hati Kudus Wendu; dan 

kedua, yaitu penghentian sumber pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup 

telah dilakukan oleh DLH Kabupaten Merauke dengan SATPOL PP Kabupaten 

Merauke untuk melakukan penertiban terhadap pelaku dengan cara merazia alat – alat 

yang dipakai untuk melakukan kegiatan pertambangan dan pihak SATPOL PP juga 

memberikan sanksi kepada pelaku.  

Belum optimalnya penanggulangan kerusakan lingkungan disebabkan kendala 

berupa Tidak ada adanya alternatif mata pencaharian selain pertambangan ilegal dan 

adanaya klaim daerah pantai urumb merupakan hak ulayat. Masyarakat yang tinggal 
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di sekitar Pantai Urumb tidak mau mencari mata pencaharian hidup yang lain selain 

melakukan penambangan pasir ilegal. Ketika DLH menegur langsung kepada pelaku 

tambang pasir, selalu ada perdebatan mengenai lapangan pekerjaan. Selain itu 

terdapat kendala lain yakni masyarakat lokal di sekitar Pantai Urumb mengklaim 

bahwa tanah di daerah Pantai merupakan hak ulayat sehingga pemerintah tidak punya 

hak dalam mengelola Pantai Urumb. 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke perlu berkoordinasi dengan Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke dalam melakukan pengawasan dan 

penertiban secara tegas terhadap aktivitas pertambangan pasir pantai ilegal 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke perlu membuka alternatif mata 

pencaharian bagi masyarakat pelaku pertambangan ilegal di Pantai Urumb Distrik 

Semangga Kabupaten Merauke. 

3. Pemerintah Kabupaten Merauke perlu berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan 

Kabupaten Merauke dan Lembaga Masyarakat Adat Kampung Urumb untuk 

memastikan status Hak Ulayat Pa 
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